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Bab I dalam penelitian ini akan menjelaskan latar belakang masalah sebagai dasar penyusunan penelitian 
ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan puncaknya pada tahun 1997 
mendorong pemerintah pusat mendelegasikan sebagian wewenang untuk pengelolaan keuangan 
kepada daerah sehingga diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan dan pelayanan atas 
dasar keuangan sendiri (Azhar, 2008). Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa 
campur tangan dari pemerintah pusat (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Otonomi daerah 
diberlakukan dengan diterbitkannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 kemudian direvisi melalui 
UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah 
diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola 
pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat (Handra dan Maryati, 2009). 
Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum 
dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia 
(Adi, 2005). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi 
sumber daya terhadap pembangunan ekonomi yang hanya berkutat di pusat (Kuncoro, 2004). 
Penelitian yang dilakukan oleh Bhinadi (2010) mengungkapkan bahwa adanya 
ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dengan pulau-pulau lain atau antara Kawasan 
Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Berkaitan dengan hal tersebut, 
maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga 
tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian 
pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara 
yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 
2005).  
Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan 
balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 
1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan 
mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas 
pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran 
kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya 
kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua 
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antaranews.com, 2007), bahwa 
masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut 
berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk 
dilakukan. Pernyataan ini selaras dengan Greiling (2005) yang mengungkapkan bahwa salah satu 
kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran 
kinerja.  
Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Bruijn 
(2002) dan Greiling (2005) pada pemerintah daerah di Jerman, serta Nolan, Moore, dan Chan 
(2004) di U. S. A dan Kanada.  Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah 
daerah telah dilakukan oleh Hamzah (2009) yang meneliti mengenai kinerja keuangan 
pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh 
positif terhadap penganguran dan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini 
menggunakan rasio efisensi dalam mengukur kinerja keuangan daerah. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan belanja 
pembangunan (Fitriyanti dan Pratolo, 2009). Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam 
mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karakteristik pemerintah daerah. Hal ini 
selaras dengan penelitian yang dilakukan Halim (2002) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah 
(Pemda) Kabupaten/Kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali.  
Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang 
diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) 
menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik 
tersebut terdiri dari (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan ekternal. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010) 
meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang 
sesuai dengan SAP, dimana dalam menjelaskan karakteristik daerah menggunakan model yang 
sama dengan Patrick (2007). Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan 
struktur organisasi dan  lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah 
dimana struktur organisasi diproksikan dengan size daerah, wealth, functional differentiation, 
age, dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan 
dengan municipality debt financing dan intergovernmental revenue. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh  Suhardjanto et al. 
(2010) dengan perbedaan dalam tiga hal. Perbedaan pertama, peneliti menggunakan kinerja 
keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Perbedaaan kedua, peneliti 
menggunakan leverage dalam mengukur utang pemerintah daerah. Perbedaan terakhir adalah 
variabel jumlah anggota DPRD dimasukkan dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.  
Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai administrasi 
publik, teori organisasi, dan akuntansi pemerintahan. Lebih lanjut, Halacmi (2005) 
mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode yang dapat digunakan 
pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Indonesia”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di 
Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
menemukan bukti empiris adanya pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap  kinerja 
keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Implikasi Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian 
selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor 





2. Implikasi Praktis 
a) Pihak Pemerintah 
Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan 
kinerja keuangannya. 
b) Pihak masyarakat 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat 
maupun para stakeholder untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah 







E. Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, kerangka 
konseptual, serta penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik 
sampling; pengukuran variabel; instrumen penelitian; sumber data; metode 
pengumpulan data; dan metode analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, 
pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis 
data, saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian, dan rekomendasi bagi 
penelitian selanjutnya. 










Bab II ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, 
kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis. 
A. Landasan Teori 
Masalah kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia telah banyak diteliti 
diantaranya dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) serta Hamzah (2009). Walaupun 
demikian masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian 
Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010). Namun penelitian ini menguji pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto et al. (2010) meneliti pengaruh karakteristik 
pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib sesuai dengan SAP (Standar 
Akuntansi Pemerintahan). Penjelasan hal-hal dan variabel yang berkaitan dengan penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu 
periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut 
(Wikipedia, 2010). Penelitian yang dilakukan Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan 
sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana 
pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela 
informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas 
tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1 menjelaskan definisi 
laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang 
digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban 
dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan 
keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga 
menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Almilia dan Retrinasari, 2007).  
Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai 
kewajiban Presiden dan Gubernur /Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Berdasarkan 
PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi: 
a) Laporan Realisasi Anggaran 
Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode 
pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, 
belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
b) Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas 
dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, 
kewajiban, dan ekuitas dana.  
c) Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar 
kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-
anggaran (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan 
dan pengeluaran kas. 
d) Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga 
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi 
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 
ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Agar 
dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan 
entitas lainnya. 
Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 
paragraf 21 dan 22 (PP No. 24/2005) menyatakan bahwa:  
“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 
seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan 
keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan 
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas 
dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan 
perundang-undangan.” 
Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan good governance 
(Sadjiarto, 2000). Hal ini dikarenakan melalui laporan keuangan maka unsur akuntabilitas dalam 
mencapai good governance dapat terpenuhi (Wiratraman, 2009). Pada perkembangannya, usaha 
pemerintah dalam mencapai  good governance masih kurang. Hal ini dapat terlihat dari 
fenomena yang terjadi pada tahun 2004 dimana terjadi korupsi secara massal dengan dalih studi 
banding, proyek penggusuran, dan manipulasi anggaran (Wiratraman, 2009). Belakangan ini, 
berkembanglah tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas yang tidak hanya sekedar dalam 
bentuk laporan pertanggungjawaban, namun masyarakat menginginkan adanya pengukuran 
kinerja keuangan pemerintah (Sadjiarto, 2000). 
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi 
dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh 
pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) 
mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas  selama 
periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja 
(performance measurement) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan 
capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).  
Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa 
pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas 
pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk 
mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan 
serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi 
upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006). 
Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan bahwa dengan melakukan 
pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah 
daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008).  
Matei dan Savulescu (2009) menjelaskan bahwa efisiensi mempunyai dua makna yaitu: 
a) Kinerja suatu program atau kegiatan sangat baik. 
b) Dampak yang maksimum berkaitan dengan sumber daya yang dialokasikan. 
 Pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini 
dikarenakan kurangnya net income sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah 
saat ini (Hassanudin, 2009). Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut 
telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau 
dengan biaya minimal (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan 
kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept Statements No. 2, mengungkapkan 
bahwa terdapat tiga kategori indikator dalam mengukur kinerja, yaitu (1) service efforts, (2) service accomplishment, 
dan (3) hubungan efforts dengan accomplishment. Penelitian Perwitasari (2010) menjelaskan bahwa Service efforts 
adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang 
beragam. Lebih lanjut, service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program tertentu (Perwitasari, 2010). 
Berdasarkan GASB (1994) bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan antara service efforts dengan service accomplishment. 
Penelitian yang dilakukan Sardjiarto (2000) mendefinisikan Efforts atau usaha sebagai jumlah sumber daya 
keuangan dan non-keuangan, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu 
program atau jasa pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber 
daya keuangan dan non-keuangan dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang 
diberikan (Perwitasari, 2010).  
Penelitian yang dilakukan Sardjianto (2000) mengungkapkan bahwa ukuran accomplishment atau prestasi 
yaitu outputs dan outcomes. Outputs mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu,  
mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. Sedangkan, Outcomes mengukur 
hasil yang muncul dari penyediaan output tersebut. Pengukuran Outcomes menjadi bermakna jika dalam 
penggunaannya dibandingkan dengan outcomes tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang 
telah ditetapkan sebelumnya. 
Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara efforts dengan outputs dapat memberikan 
informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang 
dipakai (Sardjiarto, 2000). Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula explanatory information 
atau berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol 
pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara 
signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen 
yang terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran 
kinerja perlu memeperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, salah satu faktor 
tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah. 
Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan pelaporan kinerja melalui laporan 
keuangan (Mahmudi, 2007). Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor 
publik dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit 
pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
sehingga masyarakat dan anggota DPR (users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja 
program pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005). Pelaporan kinerja yang diterbitkan secara terus-
menerus akan menjadi langkah maju dalam mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran 
kinerja dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk akuntabilitas perbandingan 
dengan unit kerja organisasi lain yang serupa. 
Dengan berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengomunikasikan kepada 
publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui 
pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapanya, perbandingan pengukuran kinerja 
dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang 
diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.   
 
3. Karakteristik Pemerintah Daerah 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus; 
mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan 
sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Miranti 
(2009) pada sektor swasta mendefinisikan karakteristik perusahaan sebagai ciri-ciri khusus yang 
melekat pada perusahaan, menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan 
lain.  
Ashkarany (2006) meneliti tentang karakteristik organisasi pada sektor swasta dan 
publik. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari (2007) menggunakan 
proksi likuiditas, leverage, net profit margin, size, dan status perusahaan dalam menjelaskan 
karakteristik perusahaan. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan model Roger 
dalam mengemukakan karakteristik. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) 
mengacu pada Patrick (2007) dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan 
mengambil dua komponen, yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal. 
Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah 
daerah dengan menggunakan ukuran (size) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total 
aset, kemakmuran (wealth) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran 
legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, leverage yang diproksikan 
dengan debt to equity dan intergovernmental revenue diproksikan dengan perbandingan antara 
jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sebagai variabel independen.  
Patrick (2007) menggunakan ukuran (size) pemerintah daerah sebagai salah satu variabel 
dalam menjelaskan struktur organisasi. Ukuran (size) pemerintah daerah menunjukkan seberapa 
besar organisasi tersebut (Suhardjanto, Hartoko, Retnoningsih, Rusmin, dan Brown, 2010). 
Penelitian yang dilakukan oleh Schmalensee (1989) menemukan bahwa entitas yang lebih besar 
memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada entitas yang lebih kecil. 
Pendapatan daerah dapat berasal dari (1) pajak dan pendapatan dari properti; (2) warisan, 
donasi, property recording; (3) pendapatan dari denda dan hukuman (berdasarkan peraturan 
lainnya); (4) tingkat bunga dari kredit yang dipinjam oleh pemerintah daerah; (5) tingkat bunga 
dari pembayaran tertunda yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah; (6) tingkat bunga dari 
sumber keuangan pada akun bank (Stat.gov.pl, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) 
mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana 
untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada 
masyarakat akan semakin baik. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di 
suatu daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) yang 
dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum (Wikipedia.com, 2009). Penelitian yang dilakukan 
oleh IRIS Indonesia bekerjasama dengan Syahruddin dan Taifur, Werry Darta (2002) 
mengungkapkan DPRD memiliki peranan yang besar dalam mengawasi pemerintah daerah 
dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya sehingga dapat mencapai kinerja yang diinginkan. 
Suatu entitas yang memiliki leverage yang besar artinya memiliki tingkat resiko yang 
besar pula. Penelitian yang dilakukan Choiriyah (2010) mengungkapkan bahwa leverage 
merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Leverage menggambarkan struktur 
modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang 
(Perwitasari, 2010). Lebih lanjut, Perwitasari (2010) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah 
yang memiliki leverage tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan 
utamanya berasal dari pihak eksternal. 
 Pada negara berkembang menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau disebut  
intergovernmental Revenue  (Kelly, 2010). Penelitian yang dilakukan Hadi, Hendri, dan Inapty 
(2009)  mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan dengan tujuan adanya pemerataan keuangan 




4. Karakteristik Pemerintah Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah   
Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat terlihat 
dengan adanya fakta bahwa pemerintah daerah masih mengharapkan dana perimbangan dari 
pemerintah pusat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan sehingga pelayan publik yang dilakukan pemerintah daerah tidak dapat berjalan 
dengan maksimal karena belanja aparaturnya belum dapat dibiayai oleh diri sendiri. Hal ini 
menimbulkan wacana di pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan yang baik melalui 
terciptanya good governance. Penelitian yang dilakukan Sadjiarto (2000) mengungkapkan bahwa 
dengan tercapainya good governance maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.   
Akuntabilitas dan transparansi adalah beberapa hal yang ingin dituju dalam mencapai 
good governance (Wiratraman, 2009). Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan suatu 
entitas dalam melakukan  good governance  dan pengungkapan. Hal tersebut menimbulkan 
adanya penelitian mengenai pengungkapan, salah satu penelitian mengenai pengungkapan 
laporan keuangan dilakukan oleh (Suhardjanto et al., 2010). Penelitian yang dilakukan 
Suhardjanto et al. (2010) meneliti pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap 
pengungkapan wajib dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP dengan menunjukkan hasil 
bahwa intergovernmental revenue dan educational background sebagai variabel yang 
mempengaruhi pengungkapan wajib. Sadjiarto (2000) meneliti keterkaitan antara akuntabilitas 
terhadap kinerja. Hal tersebut menimbulkan pemikiran mengenai adanya keterkaitan antara 
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) meneliti mengenai pengaruh 
PAD dan belanja pembangunan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah PAD dan 
belanja pembangunan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pada sektor swasta, penelitian 
mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan oleh 
Ulupi (2005)  dan Hasibuan (2009). Dalam penelitiannya, Hasibuan (2009) menemukan bahwa 
terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat 
diterapkan pada sektor pemerintahan, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang 
baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan 
ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya 
dengan daerah lain (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar 
daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 
 Yang dan Hsieh (2007) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan bagian 
penting dalam melakukan reformasi pemerintah di seluruh dunia. Lebih lanjut, dengan 
diberlakukannya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat lebih bebas dalam 
mengelola keuangan mereka sendiri dan lebih efisien lagi di dalam mengatur sumber daya 
keuangan mereka sendiri (Azhar, 2008).  
 
B. Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran (size) 
pemerintah daerah, kemakmuran (wealth) pemerintah daerah, ukuran (size) legislatif, leverage, 
dan intergovernmental Revenue. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang 
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C. Pengembangan Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji apakah karakteristik 
pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Karakteristik 
Pemerintah daerah terdiri dari ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth) pemerintah daerah, jumlah 
anggota DPRD, leverage, dan intergovernmental Revenue. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang 
dilakukan: 
 
1. Pengaruh Ukuran (Size) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih 
besar pula dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya (Cooke, 1992). Tuntutan 
publik mengenai pengungkapan wajib akan berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki 
perusahaan tersebut. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan good news dalam 
mengungkapkan laporan keuangannya. Good news tersebut dapat berupa laporan mengenai 
baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut. 
 Ukuran (size) (X1) 
 Kemakmuran (wealth) (X2) 
 Ukuran Legislatif (X3) 
 Leverage (X4) 








Beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran dalam sektor swasta dilakukan oleh 
Cooke (1992), Wallace, Naser, dan Mora (1994), serta Ramasamy, Ong, dan Yeung (2005). 
Penelitian yang dilakukan oleh Ramasamy et al. (2005) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara ukuran (size) dengan pengukuran kinerja. Dengan demikian, pemerintah daerah 
yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 
pemerintah daerah yang kecil ukurannya. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini 
adalah: 
H1  : Terdapat pengaruh positif ukuran (size) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 
 
2. Pengaruh Kemakmuran (Wealth) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Kemakmuran (wealth) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) (Abdullah, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2003) menjelaskan bahwa  
peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang 
positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan 
mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta 
investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. 
Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik (Adi, 2006). 
Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah. 
Penelitian mengenai PAD, salah satunya dilakukan oleh Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) 
yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja modal 
pemerintah daerah. Belanja modal ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian 
lain yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
positif antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa semakin besar PAD maka akan meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 
H2  : Terdapat pengaruh positif  PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 
 
3. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 
yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna 
dan Murni, 2007). Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk 
penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara, 2006). Lembaga legislatif harus memperhatikan 
mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan 
yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan 
pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja 
yang baik (Hamzah, 2009). DPRD bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah 
daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. 
Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap 
pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. 
Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja pemerintah daerah melalui adanya pengawasan.  
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gilligan dan Matsusaka (2001) menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara jumlah anggota legislatif terhadap kebijakan pemasukan dan 
pengeluaran suatu pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
semakin banyak jumlah anggota DPRD akan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah 
daerah tersebut. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 
H3  : Terdapat pengaruh positif  jumlah anggota DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
4. Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Sudarmadji dan Sularto (2007) mengungkapkan bahwa leverage adalah ukuran yang 
digunakan dalam mengetahui besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Lebih lanjut, 
hutang dalam hal ini berasal dari pihak kreditor dan bukan berasal dari investor atau pemegang 
saham. Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat 
dilihat tingkat risiko tidak terbayarkannya suatu utang (Almilia dan Retrinasari, 2007). Penelitian 
yang dilakukan Perwitasari (2010) pada sektor publik menunjukkan bahwa semakin besar 
leverage yang dimiliki oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal 
ini menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri 
sehingga membutuhkan dana dari pihak eksternal.  
Beberapa penelitian mengenai leverage telah dilakukan oleh Na’im dan Rakhman (2000), 
Sudarmadji dan Sularto (2007), dan Perwitasari (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Weill 
(2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara leverage dengan pengukuran kinerja suatu 
entitas. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 
H4  : Terdapat pengaruh negatif  leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
5. Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Intergovernmental Revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat 
untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam, 2001). Transfer tersebut lebih 
dikenal di Indonesia sebagai  dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010).  
Patrick (2007) mengartikan intergovernmental revenue sebagai salah satu pendapatan 
pemerintah daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah 
membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk 
anggaran dan menurut undang-undang. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer 
tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.  
Patrick (2007) menggunakan intergovernmental revenue sebagai salah satu variabel 
dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan 
oleh Suhardjanto et al. (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
intergovernmental revenue dengan kesesuaian pengungkapan wajib pemerintah daerah. 
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besarnya  intergovernmental 
revenue maka kinerja yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan semakin baik. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis: 
















Bab III berikut ini akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; jenis dan 
sumber data; pengukuran variabel; dan metode analisis data. 
Penelitian ini dilakukan dengan pengujian hipotesis untuk menjelaskan macam hubungan tertentu, 
pengaruh, menetapkan perbedaan kelompok atau independensi dari karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  
A. Desain Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang bertujuan 
untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah 
daerah yang diukur dengan ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth), ukuran 
legislatif, leverage, dan intergovermental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Menurut Sekaran (2000), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan 
tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variable atau lebih. 
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 
Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). 
Menurut Cooper (2009) populasi adalah total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan membuat kesimpulan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
kabupaten/kota seluruh Indonesia pada tahun 2008. Total populasi adalah 333 kabupaten/kota di bawah 33 propinsi 
(bpk.go.id, 2008).  
Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). 
Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 125 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008. 
Pengambilan sampel yang terpilih berjumlah 125 pemerintah daerah karena dalam analisis regresi berganda ukuran 
sampel hendaknya minimal sepuluh kali variabel dalam penelitian (Sekaran, 2006)  
Teknik pengambilan sampel dilakukan secara judgement-sampling, yang berarti sampel diambil 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Jogiyanto, 2005). Kriteria tersebut antara lain: 
1) Sampel adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan) dengan pendapat wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian. 
2) Pada sampel tersebut, tersedia data-data non keuangan seperti jumlah anggota legislatif. 
Kriteria di atas digunakan karena tidak semua pemerintah daerah menyediakan informasi yang dibutuhkan. 
Data LKPD diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2009 BPK. Data-data yang lain diambil dari 
website resmi tiap pemerintah daerah dan situs-situs lain yang menyediakan informasi tersebut. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain 
(Sekaran, 2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini 
mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam 
penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2008 serta data non keuangan, seperti jumlah anggota 
DPRD. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Data LKPD 
yang dikumpulkan diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009 oleh BPK 
RI, melalui situs www.bpk.go.id, sedangkan data non keuangan diperoleh dari website resmi 
masing-masing pemerintah daerah. 
 
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai 
yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang 
yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda. 
Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan dependen, 
ditambah dengan variabel kontrol. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel 
akan dijelaskan sebagai berikut. 
 
1. Variabel Independen 
Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel 
dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel 
independen dalam penelitian ini terdiri dari  ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran 
(wealth) pemerintah daerah, ukuran legislatif, leverage, dan intergovernmental Revenue. 
 Ukuran (Size) Pemerintah Daerah 
Size dapat di ukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktifitas 
(Damanpour, 1991). Penelitian lain yang dilakukan Baber (2010) menggunakan populasi penduduk sebagai 
proksi dari size. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Black, Jang, and Kim (2003), peneliti 
menggunakan total aktiva dalam mengukur ukuran (size). Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva 
lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Wuryaningsih, 2002). 
 Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah 
Menurut Abdullah (2004),  kemakmuran (wealth) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan 
jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena 
meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% -16%), PAD 
merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al., 2010). 
Selain itu, dari semua jenis pendapatan (PAD, pendapatan antar pemerintah, dan pendapatan hukum lainnya) 
hanya PAD tersedia dalam SKPD (Rosdini, 2008). 
 Ukuran Legislatif 
  Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat atas kinerja keuangannya. 
Pada era otonomi ini, peranan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan sesuatu yang sangat 
penting (Winarna dan Murni, 2007). Penelitian yang dilakukan Gilligan dan Matsusaka (2001) menggunakan 
jumlah total anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif.   
 Leverage 
Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi yang 
mengambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut 
menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 
2009).  Penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke (2005), Miranti (2009), dan Choiriyah (2010) 
menggunakan rasio utang terhadap modal sendiri dalam menghitung leverage. Konsisten dengan penelitian 
yang dilakukan Cohen (2006), penelitian ini menggunakan debt to equity dalam mengukur leverage. 
 
 Intergovernmental Revenue 
Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari 
sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). Intergovernmental 
Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Proksi dari intergovernmental 
revenue dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total 
pendapatan. Intergovernmental revenue diukur dengan proksi yang sama dalam penelitian Patrick (2007). 
Pengukuran ini dipilih karena intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan daerah yang 
berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari 
transfer pemerintah pusat (80% - 98%) (Suhardjanto et al., 2010). 
                         
                     
                
 
2. Variabel Dependen 
Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan 
misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai 
efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 2003). Penilaian efisiensi sangat penting 
dilakukan karena akan berdampak pada standar hidup masyarakat (Lorenzo dan Sanchez, 2007). Penghitungan 




E. Metode Analisis Data  
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum 
dari masing-masing data sampel (Ghozali, 2006). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006). 
2. Pengujian Hipotesis 
Analisis Regresi Berganda 
Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression analysis), karena terdiri 
dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Untuk melakukan analisis 
regresi berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik berikut: 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen 
mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal (Ghozali, 
2006). Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas, yaitu one sample 
Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki 
nilai signifikansi lebih dari 5%. Data penelitian yang baik adalah yang berdistribusi secara normal.  
2. Uji Multikolineritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel independen (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. 
Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. 
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat Tolerence dan 
Variance Infaltion Factors (VIF) dengan alat bantu program Statistical Product and Service Solution 
(SPSS). 
Tolerence mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel 
independen lainnya. Jadi nilai Tolerence yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 
1/Tolerence). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 
Tolerence < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam model terdapat multikolinieritas, 
peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah 
satu cara mengurangi hubungan linier di antara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam 
bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta (Ghozali, 2005). 
3. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 
terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu 
(time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada 
data cross section (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada 
observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah 
regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005).  
Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji Run test dengan alat 
bantu SPSS. Menurut Ghozali (2005), jika nilai signifikasni > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi baik 
positif atau negatif.  
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heterokedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model regresi yang mempunyai data yang 
homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi 
heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, atau 
besar) (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model, peneliti akan 
menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien parameter beta > 0.05 maka 
tidak ada masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).  
Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression analysis), karena terdiri 
dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Persamaan regresi 
dirumuskan sebagai berikut: 
KNJ =  α + 1 SIZE + 2  WLTH + 3 DPRD + 4 LVRG + 5 IR +  e 
Keterangan Persamaan Regresi Berganda 
 
 
Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dipaparkan seperti berikut 
ini. 
a. Model Regresi 
Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak 
(fit) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan 
dengan alat bantu program SPSS versi 17.0. Kriteria pengujiannya adalah seperti 
berikut ini. 
1) H0 diterima dan Ha ditolak yaitu apabila ρ value > 0.05 atau bila nilai 
signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi dalam penelitian 
ini tidak layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian. 
Simbol Keterangan 
KNJ Kinerja Keuangan  
SIZE Ukuran pemerintah daerah 
WLTH Kemakmuran (wealth) 









2) H0 ditolak dan Ha diterima yaitu apabila ρ value > 0.05 atau bila nilai 
signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi dalam 
penelitian ini  layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian. 
b. Pengujian Ketepatan Perkiraan (R2) 
Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan 
dalam koefisien determinasi majemuk (R
2
) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. 
Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. 
Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik 
menggunakan nilai adjusted R
2
. 
c. Pengujian Signifikansi Parameter Individual 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual 
mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 
Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini. 
1) H0 diterima dan Ha ditolak yaitu apabila ρ value < 0.05 atau bila nilai 
signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen secara 
individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2) H0 ditolak dan Ha diterima yaitu apabila ρ value > 0.05 atau bila nilai 
signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen secara 
individual berpengaruh terhadap variabel dependen.  
 
 
 BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini menguraikan populasi, sampel dan hasil pengolahan data serta analisis yang meliputi diskripsi data, 
pengolahan data, dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil analisis. Pengujian data dengan model analisis 
multiple regression menggunakan software SPSS release 17.0.  
A. Deskripsi Data 
Dalam deskripsi data ini akan dijelaskan mengenai populasi data, jumlah sampel, dan persentase masing-
masing sampel yang digunakan dan analisis deskriptif dari data yang telah diperoleh. 
1. Seleksi Sampel 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 
2008. Data LKPD tahun 2008 sampai dengan bulan Juli 2010 belum dapat tersedia. Peneliti telah mencoba untuk 
menghubungi Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta melalui telepon dan e-mail namun peneliti 
tidak mendapatkan konfirmasi lanjutan dari BPK. Oleh karena itu maka peneliti menggunakan LKPD tahun 2007. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah se-Indonesia tahun 2007. Populasi dalam penelitian 
ini berjumlah 333 kabupaten/kota dari 33 propinsi (bpk.go.id, 2008). 
Berdasarkan teknik pengambilan sampel dalam BAB III, maka jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 125 pemerintah daerah kabupaten/kota, nama–nama pemerintah daerah 
kabupaten/kota sampel dapat dilihat pada Lampiran I. Namun dari 125 pemerintah daerah sampel tersebut, ternyata 
hanya terdapat 64 pemerintah daerah yang menyediakan data dan informasi secara lengkap terkait kinerja keuangan 
pemerintah daerah dalam LKPD-nya.  
2. Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data dan penyebaran data yang digunakan 
dalam penelitian ini. Penggambaran data yang dimaksud meliputi nilai rerata (mean), nilai tertinggi (maximum), 
nilai terendah (minimum) serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data penelitian ini.  
Tabel 4.1  
Statistik Deskriptif Variabel  
 
Variabel Mean Min Max St. Deviasi 
Efisiensi 0,965 0,886 1,163 0,052 
Size (dalam jutaan) 





























Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah di Indonesia daerah rerata 
sebesar 0,965. Nilai rerata sebesar 0,965 berarti bahwa pemerintah daerah di Indonesia tergolong memiliki kinerja 
yang kurang baik karena kurang efisien. Penelitian yang dilakukan Hamzah (2009) mengungkapkan apabila 
pemerintah daerah yang memiliki persentase efisiensi sebesar 90-100 maka pemerintah daerah tersebut kuang 
efisien. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika memiliki persentase sebesar 60-70. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum membelanjakan dana yang ada sesuai yang dianggarkan serta masih 
buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan, pemerintah 
daerah Indonesia belum dapat mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya 
minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Berdasarkan sampel yang ada maka didapatkan bahwa terdapat 24 
pemerintah daerah yang memiliki kinerja dibawah rerata sedangkan 12 pemerintah daerah lainnya memiliki kinerja 
diatas rerata. 
Tingkat efisiensi terendah sebesar 1,163 dalam penelitian ini diperoleh Kabupaten Pandeglang. Efisiensi 
sebesar 1,163 atau 116,3% mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut belum dapat mengelola 
pemerintahannya dengan baik atau tidak dapat menggunakan anggaran yang ada secara semestinya serta masih 
buruknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyrakat. 
Nilai minimum atau efisiensi tertinggi sebesar 0,886 diperoleh pemerintah daerah Kota Tangerang. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hamzah (2009), pemerintah daerah Kota Tangerang telah dapat 
menggunakan dana yang ada sesuai dengan yang dianggarkan, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat 
mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang 
diinginkan. 
Penelitian ini menggunakan total aset dalam mengukur size (ukuran). Dilihat dari sisi ukuran (size), 
pemerintah daerah di Indonesia memiliki total aset rerata Rp. 1.746.099.000.000.000.000,00 Total aktiva terendah 
sebesar Rp. 775.350.000.000.000,00 dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Mataram, sementara total aset tertinggi 
dimiliki oleh Kota Bandung yaitu sebesar Rp.  188.970.000.000.000.000,00. 
Kekayaan (wealth) yang diukur dengan Pedapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rerata sebesar Rp. 
62.450.230.000.000.000,00. PAD minimum dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 
516.930.000.000.000,00. Sedangkan PAD maksimum dimiliki oleh Kabupaten Badung sebesar Rp. 
5.250.800.000.000.000,00. 
Ukuran legislatif memiliki rerata 37,18. Nilai minimal sebesar 20 dimiliki oleh pemerintah daerah Kota 
Tomohon, serta nilai maksimal sebesar 50 dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak, Kota Bandung, Kota 
Tangerang, Kabupaten Sumedang, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten 
Lombok. Seperti yang dijelaskan di Bab III, bahwa ukuran legislatif diukur dengan jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Dilihat dari sisi leverage, pemerintah daerah memiliki rerata tingkat leverage sebesar 0,010. Tingkat 
leverage terendah sebesar 0,00 dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok, sementara tingkat leverage 
tertinggi dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 0,215. 
Karakteristik pemerintah daerah yang terakhir adalah intergovermental revenue. Nilai rerata  
intergovermental revenue sebesar 0,846. Nilai minimum sebesar 0,650 dimiliki pemerintah daerah Kota Bandung, 
serta nilai maksimum 0,966 dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Blora.  
B. Pengujian Hipotesis 
1. Pengujian Asumsi Klasik 
 Model regresi dalam penelitian dapat digunakan untuk estimasi dengan signifikan dan representatif jika 
model regresi tersebut tidak menyimpang dari asumsi dasar klasik regresi berupa: normalitas, autokorelasi, 
heterokedastisitas dan multikolinearitas. Berikut ini dipaparkan hasil asumsi klasik atas data yang digunakan dalam 
penelitian. 
a. Uji Heterokedastisitas 
Heterokedastisitas merupakan keadaan yang menggambarkan seluruh faktor gangguan tidak memiliki 
varian yang sama untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Dalam penelitian ini, uji yang 
digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah metode Glejser, yaitu 
dengan meregresikan nilai dari seluruh variabel independen dengan nilai mutlak (absolute) dari nilai residual 
sehingga dihasilkan probability value. Kriteria pengujiannya adalah jika probability value < 0,05 maka terjadi 
heterokedastisitas dan jika probability value > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji 
heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini 
 
Tabel 4. 2  
Hasil Uji Heterokedastisitas 







t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) -1,1420 0,638  2,225 0,030 
Ln_TA 0,023 0,023 0,156 0,998 0,322 
Ln_PAD 0,045 0,021 0,381 2,171 0,034 
DPRD -0,006 0,002 -0,525 -3,739 0,000 
Leverage 0,089 0,461 0,023 0,194 0,847 
Inter_Rev -0,015 0,110 -0,019 -0,136 0,034 
    
 
Hasil uji heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini mengalami heterokedastisitas pada ukuran DPRD dan intergovermental 
revenue dengan dibuktikan oleh nilai sig yang lebih kecil dari tingkat signifikasi penelitian 
5%. Oleh karena data mengalami heterokedastisitas, maka dilakukan proses outlier dengan 
mengeluarkan data yang bernilai ekstrem dari data penelitian. 
Proses outlier dilakukan dengan menggunakan dasar Z-score atas data dalam 
penelitian. Dengan mengeluarkan nilai ekstrem dalam data penelitian berdasar Z-score 
diharapkan dapat diperoleh data penelitian terdistribusi normal sehingga proses regresi dapat 
dilakukan. Setelah melakukan proses outlier diperoleh data penelitian yang berdistribusi 
normal sejumlah 50 data yang berarti terdapat 14 data ekstrem yang dikeluarkan dari data 
penelitian ini. Berikut disajikan hasil uji heterokedastisitas data setelah dilakukan proses 
outlier data. 
Tabel 4. 3  
Hasil Uji Heterokedastisitas 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,410 0,254  -1,615 0,114 
Ln_TA 0,004 0,006 0,100 0,610 0,545 
Ln_PAD 0,012 0,006 0,501 2,009 0,051 
DPRD 0,000 0,000 -0,189 -1,085 0,284 
Leverage -0,094 0,106 -0,129 -0,893 0,377 
Inter_Rev 0,062 0,065 0,220 0,957 0,344 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap model regresi yang 
digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan 
bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas  dalam semua model regresi penelitian ini. 
b. Uji Normalitas Data 
Uji Normalitas data dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. Model regresi 
yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. 
Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai 
residu atas persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Kriteria yang digunakan adalah dengan 
membandingkan probability value yang diperoleh dengan pedoman pengambilan keputusan bahwa: jika 
probability value > 0,05 maka data terdistribusi normal dan jika probability value < 0,05 maka data 










Tabel 4. 4 
Uji Normalitas Data  
 




 Mean 0,0000000 
Std. Deviation 0,4070878 
Most Extreme Differences Absolute 0,100 
Positive 0,100 
Negative -0,068 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,709 
Asymp. Sig. p(2-tailed) 0,696 
 
 
Hasil uji normalitas seperti tersaji di atas menunjukkan bahwa data penelitian telah 
teredistribusi normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0,696 yang lebih besar dari 
tingkat signifikansi penelitian 5%. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, 
maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda. 
c. Uji Autokorelasi 
Autokorelasi menunjuk pada hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari 
serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam bentuk waktu (untuk 
time series) atau hubungan antara tempat yang berdekatan (cross sectional). Uji autokorelasi 
menggunakan uji Run Test, dimana bila nilai signifikasnsi lebih dari 0,05 maka dapat 
dikatakan bahwa tidak terjadi gejala autokolerasi dan sebaliknya jika nilai signifikansi 
kurang dari 0,05 maka terjadi gejala autokolerasi dalam model regresi yang digunakan 





Tabel 4. 5 
Uji Autokolerasi  
 
  Unstandardized Residual 
Test Valueᵃ .00320 
Cases < Test Value 25 
Cases >= Test Value 25 
Total Cases 50 
Number of Runs 30 
Z 1.143 
Asymp. Sig. (2-tailed) .253 
a. Median 
  
Hasil uji autokolerasi dengan Run Test diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 
adalah sebesar 0.253 yang lebih besar dari 5%, sehingga dinyatakan tidak terdapat gejala 
autokolerasi dalam model penelitian. 
d. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linier di antara variabel-
variabel independen dengan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan 
variance inflation factor (VIF) dengan kriteria, jika tolerance value < 0,01 dan VIF > 10% maka terjadi 
multikolinieritas dan jika tolerance value > 0,01 atau VIF < 10% maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji 
multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4. 6 
Hasil Uji Multikolinieritas 
 
















Sumber: hasil pengolahan data  
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua variabel dalam tiap-
tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai value inflating factor untuk semua variabel 
dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan 
bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 
multikolinieritas atau seluruh variabel dalam model-model penelitian ini homokedastisitas. 
2. Analisis Regresi Berganda 
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris terkait pengaruh karakteristik pemerintah 
daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk tujuan penelitian tersebut, maka dalam melakukan 
analisis data penelitian dengan menggunakan model regresi berganda. Berikut disajikan pengujian dan hasil 




a. Model Regeresi  
Uji signifikansi-F dilakukan guna menentukan good of fit test atau uji kelayakan model regresi untuk 
digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini 
adalah probability value (sig), apabila probability value dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat 
dinyatakan bahwa model layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian karena variabel 
karakteristik pemerintah daerah (ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth), ukuran legislatif, 
leverage, dan intergovermental revenue) secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan 
sebaliknya jika probability value lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk 











Tabel 4. 7  
Uji Signifikansi –F 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 0,054 5 0,11 5,889 0,000
a
 
Residual 0,081 44 0,002   
Total 0,136 49    
a. Predictors: (Constant), Ln_TA,Ln_PAD,DPRD,Leverage,Inter_Rev   
b. Dependent Variable: Efisiensi    
      Sumber: hasil pengolahan data 
     *) Signifikan pada a = 5% 
Tabel di atas menunjukkan bahwa probability value dari model regresi yang digunakan dalam 
penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa 
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian 
hipotesis. 
b. Uji koefisien determinasi 
Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan 
oleh variabel independen dalam model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien 
determninasi ditunjukkan oleh nilai R square (R
2
) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih 
variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adj R
2
). Penelitian ini 





berkisar antara 0 sampai 1. Apabila adj R
2
 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variasi 
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai adj R
2
 mendekati 0, 
maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berikut ini disajikan hasil 
uji koefisien regresi untuk kelima model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 
 
Tabel 4. 8 
Uji Koefisien Determinasi setelah model regresi 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 0,396 0,357 0,04218400 
a. Predictors: (Constant), LN_PPKP, PMRKS, KPTH 
b. Dependent Variable: LN_PPJ  
   Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,396 yang menunjukkan bahwa 
39,6%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari ukuran 
(size), kemakmuran (wealth), ukuran DPRD, leverage, dan intergovermental revenue mampu menjelaskan 
variabilitas variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 39,6%. Sementara itu, sisanya 
sebesar 60,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
c. Uji Koefisien Regresi 
Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji 
pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing 
variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 
variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah probability value (sig)-t, 
apabila probability value (sig)-t lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau 
didukung oleh data penelitian, sebaliknya jika probability value (sig)-t lebih besar dari 5%, maka dapat 
dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen dan hipotesis yang diajukan 
tidak diterima atau tidak didukung oleh data penelitian. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi-t dalam 
penelitian ini. 
Tabel 4. 9 
Uji Koefisien Regresi  
 
Variabel Koefisien  t Sig. 
Konstata 0,175 0,491 0,626 
Size 0,020 1,759 0,085*** 
Leverage 0,751 3,809 0,000* 
Inter_Rev 0,258 3,113 0,003** 
Ln_TA                             = Ukuran (size) 
Leverage                         = Leverage 
Inter_Rev                        = Intergovermental Revenue 
*signifikan pada sig.       = 1% 
**signifikan pada sig.     = 5% 
***signifikan pada sig.   = 10% 
Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 
Hasil pengujian data seperti tersaji di atas mengindikasikan bahwa variabel independen dalam 
penelitian baik ukuran (size), leverage, dan intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang terbukti dengan nilai probabilitas untuk semua variabel penelitian lebih kecil dari tingkat 
signifikansi 1%, 5% atau 10%. Nilai sig. untuk variabel  ukuran (size) adalah 0,085 dan untuk variabel  leverage 
adalah 0,000 serta untuk variabel intergovermental revenue adalah sebesar 0,003. Tanda koefisien regresi untuk 
semua variabel penelitian ini adalah positif yang masing-masing sebesar 0,020 untuk variabel ukuran (size), 
0,751 untuk variabel leverage dan 0,258 untuk variabel intergovermental revenue. Hasil tanda koefisien regresi 
yang diperoleh dalam pengujian data tersebut mengindikasikan semakin tinggi  ukuran (size), leverage, dan 
intergovermental revenue semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. 
 
C. Pembahasan 
Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen dan 
karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian 
ini dijelaskan dengan ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth), ukuran legislatif, leverage, dan 
intergovermental revenue. Hasil pengujian dalam penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris bahwa 
hipotesis pertama, ketiga, dan kelima  dalam penelitian ini dapat diterima. 
Penelitian ini menggunakan variabel kemakmuran (wealth) yang diukur dengan menggunakan total 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penggunaan uji regresi berganda dengan menggunakan metode 
backward maka dapat terlihat bahwa kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Namun hal ini dapat diterima mengingat masih 
besarnya ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia terhadap transfer dana dari  pemerintah pusat (Hadi, 
Hendri, dan Inapty, 2009). 
 PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai 
pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sulitnya 
pemerintah daerah dalam mengindentifikasi potensi sumber PAD membuat besarnya ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian yang 
dilakukan Kelly (2010) mengungkapkan bahwa pada negara berkembang seperti di Indonesia, pemerintah 
daerah cenderung untuk mengandalkan transfer dana yang dilakukan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan 
masih besarnya kesenjangan fiskal antar daerah sehingga berdampak kepada besarnya ketergantungan 
pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Penelitian yang dilakukan Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) 
menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal antar daerah merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah 
daerah dalam meningkatkan peran dari PAD. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Adi (2005) dan Bhinadi (2010) yang menunjukkan terdapat kesenjangan antar daerah di Indonesia. 
Pada variabel ukuran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diukur dengan 
jumlah total anggota DPRD menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan para 
anggota DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah belum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal pelayanan 
yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat, DPRD diharapkan lebih peka dan proaktif dalam 
memperjuangkan kepentingan masyarakat. Buruknya peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan 
masyarakat dapat dibuktikan dengan banyaknya anggota DPRD daerah maupun provinsi yang menjadi 
terdakwa dalam kasus korupsi. Berdasarkan berita yang dimuat pada Tempointeraktif.com pada tanggal 28 Juli 
2010 bahwa Kejaksaan sedang melakukan pemeriksaan sebanyak 101 kasus selama satu semester atas adanya 
dugaan korupsi di Jawa Tengah yang melibatkan anggota DPRD. Hal lain yang memperburuk kinerja DPRD 
dalam perannya mengawasi kinerja pemerintah daerah adalah kurang disiplinnya anggota DPRD dalam 
kehadiran.  Pada situs resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bandar Lampung menyebutkan bahwa terdapat 
10 anggota DPRD Bandar Lampung yang tidak menghadiri rapat secara tiga kali berturut-turut. Berdasarkan 
hal-hal yang diungkapkan diatas, buruknya peran pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya pengaruh 
ukuran DPRD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Koefisien regresi untuk variabel leverage adalah positif. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin 
besar leverage suatu pemerintah daerah maka kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan 
semakin baik.  Atau dengan kata lain, hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Penelitian yang dilakukan 
Cohen and Kaimenakis (2008) mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki leverage tinggi akan mendapat 
pengawasan lebih dari kreditor. Salah satu cara pengawasan yang dilakukan kreditor terhadap pemerintah 
daerah adalah melalui pengawasan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut. Dalam pelaksanaan 
kegiatannya, entitas akan membutuhkan persetujuan kreditor atas kegiatan yang akan dilakukannya (Haniffa 
and Cooke, 2005). Pengawasan kreditor terhadap pemerintah daerah akan berdampak terhadap semakin 
baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah harus dapat menjamin dan 
meyakinkan kreditor bahwa dana yang dipinjamnya dapat terbayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Patrick (2007) yang mengungkapkan bahwa kreditor akan mengawasi aktivitas pemerintah daerah 
agar mendapat jaminan bahwa pemerintah daerah akan membayar atas dana yang dipinjamnya. 
Berdasarkan tabel 4.8, koefisien regresi untuk variabel ukuran (size) adalah positif 
yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin 
baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan Cooke (1992) 
mengungkapkan bahwa entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki 
tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melakukan pengungkapan. Besarnya 
tuntutan publik untuk melakukan pengungkapan akan berdampak pula pada tuntutan kinerja 
yang dimiliki entitas tersebut. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan good news 
dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Good news tersebut dapat berupa laporan 
mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penelitian yang dilakukan  Ramasamy, Ong, dan Yeung (2005) yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh positif antara ukuran (size) terhadap kinerja suatu entitas. 
Sementara itu, tanda koefisien regresi untuk variabel intergovermental revenue adalah positif. Tanda 
koefisien ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi  intergovermental revenue semakin baik kinerja keuangan 
pemerintah daerah. intergovermental revenue merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah (Patrick, 2007). Besarnya intergovermental revenue menunjukkan bahwa tersedianya dana yang dapat 
digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahaan. Terlaksananya pemerintahan 
dapat berimplikasi yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer dana 
tersebut maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung 
bukti empiris penelitian Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) bahwa semakin besar transfer dana pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga 







Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (size) pemerintah 
daerah, kemakmuran (wealth), ukuran legislatif, leverage, dan intergovermental revenue 
terhadap kinerja keangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi 
berganda menunjukkan hasil bahwa ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan 
intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
disebabkan masih kecilnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah 
terhadap trasnfer dana yang berasal dari pemerintah pusat. 
 Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini 
dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat 
dengan masih buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Banyaknya anggota 
DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sedikitnya kehadiran anggota DPRD 
dalam  menghadiri rapat diduga sebagai penyebab buruknya pengawasan DPRD terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.   
Penelitian ini menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan semakin besarnya leverage pemerintah 
daerah maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan semakin ketat. Pemerintah daerah 
dalam melakukan kegiatannya membutuhkan persetujuan dari kreditor. Persetujuan tersebut 
dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menjamin dan meyakinkan kreditor bahwa dana 
yang dipinjam pemerintah daerah tersebut dapat terbayarkan. Pengawasan ketat yang dilakukan 
oleh kreditor akan berdampak pada semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.      
Ukuran (size) pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran (size) pemerintah daerah 
maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut disebabkan 
pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan 
pengungkapan atas laporan keuangannya. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan 
atas laporan keuangannya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat good 
news. Good news tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah 
tersebut.   
Intergovermental revenue juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Intergovermental revenue merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
sehingga dapat terlaksanaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bukti yang didapat 
dalam penelitian ini bahwa  intergovermental revenue berpengaruh positif terhadap peningkatan 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Bukti ini mendasari simpulan bahwa semakin besar  
intergovermental revenue maka semkin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.  
B. Saran 
Hasil simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi 
pemerintah daerah di Indonesia khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya untuk dapat 
lebih meningkatkan kinerja keuangannya. Terdapatnya pengaruh ukuran (size) pemerintah 
daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah diharapkan pemerintah daerah yang memiliki 
ukuran (size) yang besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga 
dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Leverage berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat 
membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan menggunakan sumber pendanaan yang 
berasal dari internal sehingga kinerja keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut dapat 
lebih baik. Intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
sehingga diharapkan dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah dapat digunakan dengan baik, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur yang ada 
sehingga tercipta pembangunan dan berdampak pada kegiatan ekonomi didaerah tersebut 
sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga 
mengajukan saran kepada masyarakat dan DPRD sebagai badan yang memperjuangkan 
kepentingan rakyat untuk lebih dapat meningkatkan kesadaran dan pengawasan terkait kinerja 
pemerintah. Dengan semakin baik kinerja pemerintah daerah maka pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat akan semakin baik sehingga akan berdampak terciptanya good governance. 
C. Keterbatasan 
Keterbatasan penelitian ini adalah tahun pengambilan sampel yaitu menggunakan tahun 
2007. Peneliti berusaha untuk meneliti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 
2008 namun karena belum tersedianya LKPD tahun 2008 di BPK RI maka peneliti 
menggunakan tahun 2007. 
D. Rekomendasi 
Bagi penelitian berikutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambahkan variabel-
variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, 
untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian agar lebih representatif. Rekomendasi lain yang diajukan adalah untuk menggunakan 
proksi lain untuk variabel dependen seperti kemandirian atau efektifitas sehingga dapat lebih 
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DAFTAR NAMA PEMERINTAH DAERAH SAMPEL 
 
No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 
1 Kabupaten Bantul 33 Kabupaten Semarang 
2 Kabupaten Kulon Progo 34 Kota Denpasar 
3 Kabupaten sleman 35 Kabupaten Buleleng 
4 Kota Binjai 36 Kabupaten Badung 
5 Kota Dumai 37 Kabupaten Gianyar 
6 kabupaten kampar 38 Kabupaten Karangasem 
7 Kabupaten Natuna 39 Kabupaten Lombok Barat 
8 Kabupaten Pasaman 40 Kabupaten Lombok Timur 
9 kabupaten pesisir selatan 41 kota mataram 
10 kota pariaman 42 Kabupaten Ende 
11 kabupaten solok 43 Kabupaten Takalar 
12 Kabupaten OKU 44 Kabupaten Sinjai 
13 kabupaten musi banyuasin  45 kota palangkaraya 
14 kabupaten Tulang bawang 46 kabupaten pontianak 
15 kota metro 47 kabupaten Ketapang 
16 Kabupaten Lebak 48 kabupaten landak 
17 kabupaten pandeglang 49 kota banjarbaru 
18 Kota Tangerang 50 kota tomohon 
19 Kota Bandung 51 kota bitung 
20 Kota Sukabumi 52 kota pare-pare 
21 Kabupaten Cirebon 53 kabupaten takalar 
22 Kabupaten Tasikmalaya 54 kabupaten enrekang 
23 Kabupaten Sumedang 55 kabupaten Pohuwato 
24 Kota Bogor 56 kabuaten gorontalo 
25 Kota Magelang 57 kabupaten bone bolango 
26 Kota Semarang  58 kota palu 
27 Kota Tegal 59 kabupaten poso 
28 Kabupaten Magelang 60 kota sorong 
29 Kabupaten Boyolali 61 kota yogyakarta 
30 Kabupaten Wonogiri 62 kabupaten jombang 
31 Kabupaten Blora 63 kabupaten pacitan 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.420 .638  -2.225 .030 
Jumlah Anggota DPRD -.006 .002 -.525 -3.739 .000 
Leverage .089 .461 .023 .194 .847 
Intergovermental revenue -.015 .110 -.019 -.136 .893 
LN_TA .023 .023 .156 .998 .322 
LN_PAD .045 .021 .381 2.171 .034 
a. Dependent Variable: Abs_Res 
 
 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.410 .254  -1.615 .114 
DPRD .000 .000 -.189 -1.085 .284 
LEVERAGE -.094 .106 -.129 -.893 .377 
INTERGOVERMENTAL .062 .065 .220 .957 .344 
LN_TA .004 .006 .100 .610 .545 
LN_PAD .012 .006 .501 2.009 .051 














 Mean .0000000 
Std. Deviation .04070878 
Most Extreme Differences Absolute .100 
Positive .100 
Negative -.068 
Kolmogorov-Smirnov Z .709 
Asymp. Sig. (2-tailed) .696 
a. Test distribution is Normal. 












Cases < Test Value 25 
Cases >= Test Value 25 
Total Cases 50 
Number of Runs 30 
Z 1.143 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .401 .333 .04295955  
2 .633
b
 .400 .347 .04249428  
3 .629
c
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .306 .484  .632 .531   
DPRD .000 .001 -.025 -.175 .862 .655 1.527 
LEVERAGE .753 .201 .447 3.743 .001 .954 1.048 
INTERGOVERMENTA
L 
.210 .123 .325 1.704 .095 .374 2.671 
LN_TA .022 .012 .244 1.802 .078 .742 1.347 
LN_PAD -.005 .012 -.093 -.450 .655 .318 3.144 
2 (Constant) .333 .453  .737 .465   
LEVERAGE .751 .199 .446 3.780 .000 .956 1.046 
INTERGOVERMENTA
L 
.208 .121 .322 1.714 .093 .377 2.650 
LN_TA .022 .012 .240 1.820 .075 .769 1.300 
LN_PAD -.006 .011 -.108 -.575 .568 .380 2.632 
3 (Constant) .175 .357  .491 .626   
LEVERAGE .751 .197 .446 3.809 .000 .956 1.046 
INTERGOVERMENTA
L 
.258 .083 .400 3.113 .003 .794 1.259 
LN_TA .020 .012 .226 1.759 .085 .794 1.260 
a. Dependent Variable: EFISIENSI 
